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PUTUSAN
Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Kdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rasiyah binti Urpandy, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 07 Juli
1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
RT. 001 RW. 001 Desa Malinau Kecamatan
Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan,
sebagai Penggugat;

melawan

Sarifudin bin Sahrudin, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 01 Juni
1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. 016
RW. 002 Desa Malinau Kecamatan Loksado
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27
Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada
tanggal 05 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Kdg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15
Agustus 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0677/042/VIIl/2014
tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan
Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang
Bernama:

a.Afiifah Humairah binti Sarifudin, umur 7 tahun;
b.Aliah Putri binti Sarifudin, umur 7 tahun;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat terakhir
bertempat tinggal di RT. 016 RW. 002 Desa Malinau Kecamatan
Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rmukun karena antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat sering berkata kasar bahkan melakukan kekerasan
kepada Penggugat yakni menendang, menampar Penggugat. Tergugat
juga tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat
Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami
isteri;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada pertengahn tahun 2016 disebabkan
masalah yang sama, Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama
Tergugat, kemudian Penggugat pergi dan tinggal sebagaimana alamat
tersebut di atas. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib
Penggugat bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu
peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat

dan Tergugat;
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7. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai
pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperuan hidup
sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan Surat
Keterangan Tidak Mampu Nomor : 140/131/SKTM-PEMDES-MLN
tanggal 23 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Malinau
Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka Penggugat
mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

8. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat seringnya
perselisihan dan pertengkaran terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak
dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cqg Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan amar yang

berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (Sarifudin bin Sahrudin)
terhadap Penggugat (Rasiyah binti Urpandy);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa

tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa, selanjutnya dibacakan relaas panggilan Tergugat tertanggal 7
Juli 2022 Nomor 232/Pdt.G/2022/PA.Kdg dan menyatakan bahwa Tergugat
tidak berada di alamat tersebut sehingga keberadaan Tergugat tidak ada di

alamat tersebut;

Bahwa atas berita acara relaas tersebut Penggugat menyampaikan
bahwa memang benar Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut
disebabkan Tergugat sudah ke daerah Muara Teweh namun Tergugat tidak

mengetahui alamat lengkapnya;

Bahwa kemudian atas nasihat Hakim Penggugat Menyatakan mencabut

gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal
66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang untuk

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim Penggugat menyatakan

mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai

pada tahap pembacaan gugatan, Tergugat secara langsung belum terserang
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kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan

persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis

menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan
pasal 271-272 Ryv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun
Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan
untuk berperkara secara bebas biaya yang ada dibebankan kepada Negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
232/Pdt.G/2022/PA.Kdg dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama
Kandangan Nomor 70/Pdt.G Prodeo/7/2022/PA.Kdg

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Sulaiman Laitsi,
S.H.l., sebagai Hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Drs.
Samsul Aripin sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim,

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 0,00
- Proses 'Rp 0,00
- Panggilan :Rp 0,00

- PNBP 'Rp 0,00
- Redaksi 'Rp 0,00
- Meterai :Rp 0,00
Jumlah 'Rp 0,00
(Nol rupiah)
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